
a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
disusun dalam rangka mendukung terwujudnya 
efektivitas, efisiensi, dan sinergitas penyelenggaraan 
pembangunan nasional dan pembangunan daerah; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional Jo. Pasal 264 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, rencana 
pembangunan jangka panjang daerah ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah; 

c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf 
c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, Wali Kota mempunyai tugas 
salah satunya untuk menyusun dan mengajukan 
rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk dibahas 
bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung 
Tahun 2025-2045; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

WALi KOTA BANDUNG, 

Menimbang 

WALi KOTA BANDUNG 

PROVINS! JAWA BARAT 
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG 

NOMOR 5 TAHUN 2024 
TENT ANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA BANDUNG 
TAHUN 2025-2045 

[ SALINAN) 



1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa 
Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogyakarta, (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang­ 
Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik 
Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar 
dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang­ 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, Wali 
Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang­ 
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, Wali 
Kota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6547); 
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Mengingat 



Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung. 
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 
JANGKA PANJANG DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2025- 
2045. 

MEMUTUSKAN: 

Dengan Persetujuan Bersama, 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG 

dan 
WALi KOTA BANDUNG 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 

8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 
2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 
Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6987); 

9. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang 
Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan 
Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 91); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah ten tang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2022 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung 
Tahun 2022-2045 (Lembaran Daerah Kota Bandung 
Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Bandung Nomor 5); 
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Menetapkan 



5. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik 
untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah 
untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan 
masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, 
meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan 
daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangannya. 

6. Pelaku pembangunan adalah Pemerintah (Pusat dan 
Daerah), Masyarakat dan Dunia U saha. 

7. Perencanaan adalah proses untuk menentukan 
tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, 
dengan mempertimbangkan sumberdaya yang ada. 

8. Rencana Pembangunan Daerah adalah dokumen yang 
terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat 
Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Rencana 
Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang 
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen 
perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 
(dua puluh) tahun. 

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen 
perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun 
terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya 
masa jabatan Kepala Daerah. 

11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan 
pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perangkat 
Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah 
dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun. 

13. Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disebut Rencana Kerja PD atau Renja-PD 
adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat 
daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang 
diinginkan pada akhir periode perencanaan 
pembangunan Daerah. 

15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya 
yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 

16. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di 
bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka 
mencapai tujuan pembangunan. 
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Pasal6 
( 1) Pemerintah Daerah Kota melakukan pengendalian dan 

evaluasi pelaksanaan RPJPD. 
(2) Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RPJPD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

BAB IV 
PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

Pasal5 
RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 meru pakan pedoman dalam penyelenggaraan 
pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan 
publik. 

Pasal 4 
RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

BAB III 
BAB IV 
BABV 

DAE RAH 
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 
VISI DAN MISI DAERAH 
ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK 
DAE RAH 
PENUTUP BAB VI 

KONDISI DAN 
PENDAHULUAN 
GAMBARAN UMUM 

Pasal 3 
Sistematika Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai 
Berikut: 
BAB I 
BAB II 

BAB III 
SISTEMATIKA RPJPD TAHUN 2025-2045 

Pasal 2 
(1) RPJPD tahun 2025-2045 adalah rencana 20 (dua puluh) 

tahun yang menggambarkan: 
a. visi, misi, tujuan daerah yang dijabarkan ke dalam 

tujuan, strategi; dan 
b. tahapan pembangunan jangka panjang. 

(2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menjadi 
pedoman dalam Penyusunan RPJMD yang memuat Visi, 
Misi dan Program Wali Kota/Wakil Wali Kota terpilih. 

BAB II 
RUANO LINGKUP RPJPD TAHUN 2025-2045 

- 5 - 



Pembina 
NIP. 19760604 200604 1 002 

N ARIEF S.H. 

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2024 NOMOR 5 
NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG PROVINS! JAWA BARAT 
( 11 / 169 /2024) 

Diundangkan di Bandung 
Pada tanggal 17 September 2024 
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG, 

TTD. 

DHARMAWAN 

Ditetapkan di Bandung 
pada tanggal 1 7 September 2024 
Pj. WALI KOTA BANDUNG, 

TTD. 

BAMBANG TIRTOYULIONO 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah mi dengan 
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung. 

Pasal 7 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

BABV 
KETENTUAN PENUTUP 
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Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu 
membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Kota Bandung Tahun 2025-2045. 

RPJPD Kota Bandung merupakan salah satu instrumen manajemen 
pembangunan daerah yang berisi arahan umum pemangku kepentingan 
dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Kota 
Bandung yang lebih baik. 

RPJPD Kota Bandung Tahun 2025-2045 diharapkan dapat berfungsi 
sebagai dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang mengakomodasi 
berbagai aspirasi yang ada dan digunakan sebagai pedoman, arah 
pembangunan daerah dalam jangka waktu 20 tahun, dan dapat digunakan 
sebagai acuan untuk menyusun RPJMD Kota Bandung. 

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (2) 
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJPD) memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah yang mengacu 
pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. 
Selanjutnya sebagai tindak lanjut Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu tugas kepala 
daerah adalah menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah 
(Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas bersama 
DPRD. 
Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung Tahun 
2025-2045 adalah untuk: 
a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian 

tujuan pembangunan daerah; 
b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik 

antarwilayah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun 
antara pusat dan daerah; 

c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, 
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; 

d. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, 
berkeadilan dan berkelanjutan; dan 

e. mengoptimalkan partisipasi masyarakat. 

I. PENJELASAN UMUM 

PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG 
NOMOR 5 TAHUN 2024 

TENT ANG 
RENCANA PEMBANGUNAN JANG KA PANJANG DAERAH KOTA BANDUNG 

TAHUN 2025-2045 
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TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 5 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
Cukup jelas. 

Pasal 2 
Cukup jelas. 

Pasal 3 
Cukup jelas. 

Pasal 4 
Cukup jelas. 

Pasal 5 
Cukup jelas. 

Pasal 6 
Cukup jelas. 

Pasal 7 
Cukup jelas. 
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